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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hak masing-
masing ahli waris dalam pembagian warisan, mendeskripsikan pertimbangan 
hakim dalam menentukan pembuktian  dan putusan atas perkara warisan antar ahli 
waris. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif 
melalui pendekatan deskriptif. Jenis dan sumber data terdiri data primer dan 
sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, 
kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan kedudukan ahli waris adalah anak kandung, sehingga ahli waris 
mempunyai posisi untuk mewaris dan mempunyai hak untuk mendapatkan bagian 
yang sama. Pertimbangan hakim dalam menentukan pembuktian perkara, 
disebabkan tergugat tidak bisa membuktikan mengenai kepemilikan tanah 
pekarangan milik ayahnya, sehingga bantahan yang diberikan oleh tergugat tidak 
terbukti. Pertimbangan hakim dalam menentukan putusan dalam sengketa warisan 
antara para Penggugat dan para Tergugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak 
untuk selain dan selebihnya, karena para Penggugat adalah anak kandung dari si 
pewaris dan para Tergugat adalah cucu dari si pewaris. 
 
Kata kunci: pertimbangan hakim, pembuktian perkara, penentuan putusan 
 
ABSTRACT 
This study aims to determine how the position and rights of each heir in the 
division of inheritance, describing the consideration of evidence and the judge in 
determining the verdict on the case inheritance among heirs. The method used is a 
normative juridical approach through a descriptive approach. Types and sources 
of data comprising primary and secondary data. Data were collected through 
library research and interview, then analyzed by qualitative analysis method. The 
results showed the position of heir is the biological child, so the heir to inherit a 
position and have the right to get the same parts. Consideration of the judge in 
determining the evidentiary case, caused the defendant can not prove the 
ownership of land belonging to his father's yard, so the rebuttal given by the 
defendant was not proven. Consideration of the judge in determining the verdict 
in inheritance disputes between the Plaintiffs and the Defendants granted partly 
and refusing to apart and rest, because the plaintiff is the biological child of the 
testator and the Defendants was the granddaughter of the testator. 





Banyak sengketa terjadi di Indonesia yang menimbulkan konflik ringan 
dan berat. Beberapa konflik tersebut dapat terbentuk dari, (1) Perebutan tahta, 
termasuk di dalamnya adalah sumber kehidupan dan penghidupan, harta warisan, 
kekayaan, tanah, negara, (2) Perebutan tahta, termasuk di dalamnya adalah 
supremasi, pemerintahan, prestice/jabatan, (3) Perebutan wanita
1
. Keseluruhan 
konflik tersebut saat ini sudah ada hukumnya masing-masing. Dalam hal ini yang 
juga sering menjadi pembahasan, hingga terjadinya perpecahan dalam keluarga 
adalah konflik mengenai warisan.  
Berdasarkan hal tersebut, maka hukum memberikan kebijakan kepada 
mereka (yang bermasalah dalam pembagian warisan terutama tanah) berupa 
hukum perdata dalam pengadilan. Sistem hukum waris merupakan bagian yang 
penting dalam mengatur hubungan dalam hukum keluarga dalam hal bagaimana 
menyelesaikan sengketa yang terkait dengan pembagian warisan. Ini dapat 
dipahami bahwa kalau tidak diatur dengan baik maka masalah warisan banyak 
terjadi pertengkaran bahkan saling membunuh antara para ahli waris. Setiap 
terjadi peristiwa kematian seseorang, segera timbul pertanyaan “bagaimana harta 
peninggalannya (jika ada) harus dibagikan kepada yang berhak menerimanya dan 
kepada siapa saja harta itu dipindahkan, serta bagaimana caranya? Apakah 
keluarga lain yang berhubungan darah juga berhak untuk mendapatkan warisan 
tersebut, atau hanya mereka yang tertulis atau terucap dalam perjanjian pembagian 
waris dalam keluarga?” Semua ini harus diatur dalam hukum kewarisan. 
Seperti yang tertulis dengan jelas bahwa hukum waris dapat dipaparkan 
sebagai seluruh aturan yang menyangkut penggantian kedudukan harta kekayaan 
yang mencakup himpunan aktiva dan pasiva orang yang meninggal dunia.
2
 
Hukum waris diatur di dalam Buku II KUHP perdata.  Pasal yang mengatur 
tentang waris sebanyak 300 pasal, yang dimulai dari Pasal 830 KUH perdata 
sampai dengan Pasal 1130 KUH perdata Prinsip ini ditegaskan dalam ketentuan 
Pasal 830 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (Pewarisan hanya terjadi 
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bilamana ada kematian (dari pewaris atau pemilik sah harta waris).
3
 Seketika 
seseorang meninggal dunia, para ahli waris demi hukum akan menggantikan 
kedudukan pewaris sebagai pihak yang berwenang memiliki atau mengurus harta 
kekayaan yang ditinggalkan. 
Mengenai pembagian warisan terdapat tiga unsur di dalamnya yaitu: (1) 
Adanya pewaris, (2) Harta warisan, dan (3) Adanya ahli waris. Berdasar 
keterangan bahwa harta warisan berupa hak dan kewajiban yang dapat di nilai 
dengan uang. 
Permasalahan sengketa tanah antar waris tersebut saat ini menjadi momok 
karena terpikirkan bahwa warisan tersebut dapat memberikan kesejahteraan bagi 
yang menerima warisan. Mengenai berita keretakan rumah tangga karena warisan 
di negara kita sering kali terdengar. Seperti yang terjadi pada kasus sengketa tanah 
yang terjadi di Sragen dalam satu keluarga yang melibatkan pengadilan negeri 
sebagai penengah. Perihal yang terjadi pada keluarga di Sragen menjadi 
permasalahan karena pihak ahli waris yang terdiri dari 2 orang, salah satunya 
tidak terima bila mana tanah warisan diberikan kepada cucu yang nota bene 
bukanlah ahli waris, hanya merupakan keturunan ahli waris. Ahli waris yang 
sebenarnya adalah ayah yang sudah meninggal, tetapi dari pihak ahli waris yang 
merupakan cucu tersebut merasa bahwa karena tanah tersebut sudah diwariskan 
berarti tanah tersebut adalah sudah menjadi bagian dari keluarga.  
Permasalahan di atas menuntut pihak Pengadilan Negeri Sragen sebagai 
penengah untuk menyelesaikan perkara perebutan warisan tersebut berdasarkan 
hukum perdata, yaitu ditinjau dari bagaimana sistem hasil pembagian waris yang 
benar bila salah satu ahli waris telah meninggal. Karena permasalahan di atas 
maka peneliti tertarik untuk mencoba melakukan studi mengenai penyelesaian 
sengketa pembagian warisan antar ahli waris dari perspektif hukum perdata di 
Pengadilan Negeri Sragen. 
Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengadakan penelitian dengan 
tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan dan hak masing-masing ahli 
waris dalam pembagian warisan, untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim 
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dalam menentukan pembuktian perkara warisan antar ahli waris, dan untuk 
mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan putusan atas perkara 
pembagian warisan antar ahli waris. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis 
normatif yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber hukum 
sekunder, dilakukan dengan menekankan dan berpegang teguh pada segi-segi 
yuridis. Jenis penelitian yang digunakan dengan pendekatan deskriptif yaitu untuk 
memberikan data yang seteliti mungkin manusia, keadaan atau gejala lainnya.
4
 
Jenis dan sumber data meliputi, data sekunder mempunyai ruang lingkup yang 
meliputi surat-surat pribadi, buku-buku sampai pada dokumen resmi yang 
dikeluarkan oleh pemerintah.
5
 Selanjutnya, untuk data primer yaitu hasil 
wawancara. Metode pengumpulan data melalui studi pustaka dan wawancara, 
data-data yang diperoleh penulis dari studi lapangan yang berupa hasil wawancara 
dengan responden atau naasumber yang bersangkutan, untuk itu kemudian 
dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara sistematis serta 
menguraikannya dengan kalimat yang teratur dengan ditarik sebuah kesimpulan. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Kedudukan Ahli Waris dalam Pembagian Warisan dalam Sengketa Ini dan 
Bagaimana Hak dari Masing-Masing Ahli Waris dalam Pembagian Warisan 
 
Ahli waris dalam hukum waris perdata dikarenakan perkawinan atau 
hubungan darah, baik secara sah maupun tidak, yang mempunyai hubungan darah 
terdekatlah yang berhak untuk mewarisi. Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata 
mengatakan: ”Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal 
mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai 
hak karena diri sendiri. 
Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan 
keluarga si Pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk 
mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang 
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lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian 
yang sama besarnya. Selanjutnya, mewaris berdasarkan penggantian, yakni 
pewarisan dimana ahli waris berhak mewaris menggantikan ahli waris yang 
berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. 
Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang 
mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pacang demi pacang (Pasal 
848KUHPerdata). 
Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai 
dengan Pasal 848 KUHPerdata. Pasal 841 KUHPerdata menyatakan ”Penggantian 
memberi hak kepada seorang yang  mengganti, untuk bertindak sebagai 
pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti”. Pasal 841 
KUHPerdata ini dengan jelas mengatakan, bahwa memberi hak kepada seseorang 
untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang 
menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikannya.
6
 
Adapun hak dari masing-masing ahli waris di antaranya adalah hak untuk 
menuntut pemecahan harta peninggalan, seperti yang dilakukan oleh para 
penggungat terhadap terguggat. Para Penggugat menginginkan harta peninggalan 
almarhum Pak Kartoijoyo dan almarhumah Mbok Kartoijoyo alias Marinah dibagi 
rata antara  para Penggugat dan  para Tergugat. Tetapi, pihak terguggat 
menghalangi dan tidak menginginkan harta warisan tersebut dibagikan secara 
merata. 
Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 834 KUHPerdata ”Bahwa Tiap-tiap 
waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap 
segala mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa dasar sesuatu hak 
pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap 
mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”.7 
Anak-anak dan cucu-cucu tanpa dibedakan pria dan wanita yang tua atau 
yang muda, masing-masing berhak sebagai ahli waris dengan menyisihkan 
golongan kedua (orang tua dari anak-anak tersebut dan saudara-saudara (paman-
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bibi) dalam garis lenceng ke atas dan ke samping, walaupun diantara anggota 
keluarga tersebuat ada yang mungkin derajatnya lebih dekat dengan pewaris. 
Apabila seorang pewaris wafat meninggalkan seorang anak, maka para 
cucunya tidak mewaris, tetapi apabila para cucu mewaris untuk diri mereka 
masing-masing, maka mereka mewaris untuk bagian yang sama. Andaikata 
seorang pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan suami atau istri, dua anak 
dan tiga cucu maka anak dari anak yang telah wafat lebih dulu, dibagi dalam 




Berdasarkan hasil penelitian di atas maka dapat dijelaskan bahwa 
Kedudukan ahli waris  para Penggugat I, II, III (Ngadinem, Partorejo alias Senin, 
Darmorejo alias Sadiman) adalah ahli waris sendiri/langsung yang 
kedududukanya sebagai ahli waris anak kandung dari almarhum Pak Kartoijoyo 
dan almarhumah Mbok Kartoijoyo alias Marinah. Kedudukan ahli waris  para 
Tergugat I, II, III (Tukiyem, Tukinem, Tukimin) adalah ahli waris pengganti dari 
orang tua  para Tergugat yang telah meninggal terlebih dahulu, sehingga terguggat 
adalah cucu dari almarhum Pak Kartoijoyo dan Mbok Kartoijoyo. Ahli waris 
pengganti dalam hukum perdata itu berhak untuk mewaris.9 
Selanjutnya, dalam kasus ini para Penggugat juga mempunyai hak atas 
tanah sawah, tegal, pekarangan pada posita 4.1,2,3,4 untuk diserahkan dan dibagi 
waris antara  para Penggugat dan  para Tergugat I, II  dan turut  para Tergugat 
(Tukimin, Tukiyem, Tukinem)  ahli waris cucu almarhum Pak Kartoijoyo dengan 
mbok Kartoijoyo alias Marinah sebagai pengganti ahli waris tukiman almarhum 
mendapat bagian sama rata dari tanah sengketa pada posita 4.1,2,3,4. Sementara 
itu, dalam kasus ini antara pengugat I, II, III seharusnya mendapatkan bagian 1/2, 
sedangkan para Tergugat I, II, III masing-masing seharusnya mendapatkan bagian 
1/6 dari tanah sengketa tersebut. Tetapi dalam kasus ini para Penggugat 
menginginkan objek sengketa atas tanah sawah, tegal dan pekarangan dibagi rata 
sehingga  para Penggugat maupun terguggat masing-masing mendapatkan ¼ 
bagian.  
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Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Pembuktian Perkara Warisan 
antar Ahli Waris 
 
Setelah dari keterangan bukti tulis dan keterangan saksi saling mendukung  
akhirnya menjadi fakta hukum, yang dimana fakta itu akan dijadikan acuan oleh  
hakim  untuk mempertimbangakan pokok masalahnya dalam perkara tersebut. 
Perkara sengketa pembagian warisan, kedua belah pihak mengajukan alat bukti 
antara lain sebagai berikut: 10   
Pertama, bukti  para Penggugat yaitu alat bukti surat dan saksi:  
(1) Bukti surat, yakni  foto copy surat nikah atas nama Senin bin Kartoijoyo 
dengan Djijem binti soparwiro no 950931 tanggal 14 Juni 1959, diberi tanda, foto 
copy surat C desa No 634 atas nama Kartoijoyo Tukiman diberi tanda p-2, foto 
copy surat C desa no 384 atas nama Kartoijoyo, diberi tanda p-3, foto copy surat 
kematian atas nama tukiman yang dikeluarkan oleh kepala desa Juwok, tertanggal 
23 Juni 2010 no.474.44/3/7/2010, diberi tanda p-4, foto copy surat kematian atas 
nama Marikem yang dikeluarkan oleh kepada desa Juwok tertanggal 27 Mei 1992 
No.674.44.7.2010 diberi tanda p-5, foto copy kutipan akta nikah atas nama 
Darmosumarto alias Sadiman bin Kartoijoyo dengan Waginem binti 
Karsodikromo no 237,229,1971 tertanggal 19 Oktober 2010, yang dikeluarkan 
oleh KUA kecamatan Mondokan, diberi tanda P-6. 
Selanjutnya, (2) Bukti saksi, yakni (a) Bambang Margono (53 tahun), 
saksi bekerja pada kantor badan pertanahan nasional sragen sebagai kepala saksi 
penyelesaian sengketa tanah. Dalam persidangan saksi menunjukkan buku tanah 
atas tanah pekarngan yang telah diterbitkan sertifikatnya seluas 1395 m2 yakni 
sertifikat hak milik Nomor 683 Desa Juwok, atas nama Tukimen istri Sumardi 
yang berasal dari peralihan hak dasar jual beli dari Kartoijoyo dengn akta jual beli 
nomor; 323/SKDN/1997, tertanggal 6 Oktober 1997 di hadapan Sarwadi PPAT/ 
Camat Sukodono, (b) Sasmo Riyanto, Kartowijoyo dan Purwanto.  
Persidangan dalam mengajukan kesaksianya yaitu yang disengketakan 
antara kedua belah pihak yakni sawah 2 (dua) bidang tanah tegal dan tanah 
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pekarangan yang merupakan harta peninggalan dari Pak Kartoijoyo almarhum dan 
Mbok Kartoijoyo (almarhumah). Tanah sawah yang seluas 1 ha dikerjakan oleh 5 
orang yaitu Tukiyem, Ngadinem, Senin, Darmorejo dan Tukinem sedangkan 
tanah yang luasnya lebih kecil dikuasai oleh Suwarno anak dari Ngadinem. Tanah 
tegal yag mengerjakan Tukiyem, Ndadiyem, Parto Senin dan Tukinem sedang 
tanah pekarangan ditempati oleh Partorejo Senin, Darmorejo, Suwarno dan 
Tukinem. 
Kedua, bukti-bukti yang dijukan oleh Tergugat dalam jawaban gugatan 
para Penggugat, berupa: (1) Alat bukti surat, yaitu: (a) Alat bukti surat oleh 
tenggugat I, antara lain: foto Copy surat C Desa No 634 atas nama Kartoijoyo 
Tukiman, diberi tanda T.I-I, foto Copy Surat pemberitahuan pajak tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan tahun 2009 desa Juwok persil 00111 atas nama Wajib Pajak 
Kartoijoyo Tukiman No 33.14.170.004.000-0524.7, tertanggal 5 Januari 2009, 
diberi tanda T.1.2, foto Copy Surat pemberitahuan pajak tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan tahun 2009 Desa Juwok persil 113 atas nama Wajib Pajak Kartoijoyo 
Tukiman, No 33.14.170.004.000-0524.7, tertanggal 5 Januari 2009, diberi tanda 
T.1.3, foto copy surat pemberitahuan pajak terntang Pajak Bumi dan Bangunan 
tahun 2009 Desa Juwok nama Wajib Pajak Kartoijoyo Tukiman, tertanggal 5 
Januari 2009, diberi tanda T.1.4, foto Cppy surat C Desa No 634 atas nama 
Kartoijoyo Tukiman diberi tanda T,1.5.11 
Sementara itu, alat bukti surat oleh  para Tergugat II, berupa foto copy hak 
milik No 683, Desa Juwok diterbitkan tanggal 09 November 1998 nama 
pemegang hak Tukinem isteri Sumardi diberi tanda T.II-1, foto copy Akta Jual 
Beli no 323/SKDN/1997, tertanggal 06 Oktober 1997 dari Kartoijoyo dijual 
kepada Tukinem isteri Sumardi, dibuat oleh PPAT Kecamatan Sukodono, diberi 
tanggal T.II-2, foto copy Surat diberi tanda T II-3, foto copy surat Ugeran No 
5931/41/IX/1997 tertanggal 23 Septermber 1997, diberi tanda T II-4, foto copy 
kwintansi untuk pembayaran sebidang tanah pekarangan C.384 ps 94 P kias I luas 
± 1750 m2 dari Tukinem isteri Sumardi pada Kartoijoyo, tertanggal 23 September 
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1997 diberi tanda T II-5, foto copy surat kematian atas nama Kartoijoyo Tukiman 
yang dikeluarkan oleh Kepada Desa Juwok tertanggal 6 januari 2000 No 
474.3/02/2001 diberi tanda T II-6, foto copy surat pembertahuan Pajak tentang 
Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 desa juwok persil 00091 atas nama wajib 
pajak Kartoijoyo No 33.14.170.004.000-0287.7 tertanggal 05 januari 2009, diberi 
tanda T II.7, (b) Alat bukti saksi, yaitu (1) Wagiman adalah saksi yang menjabat 
Kepala Desa Juwok sejak tahun 1980-1989 dan kemudian pada tahun 1998-2007 
dan mengetahui tanah sawah yang dimiliki Pak Kartoijoyo Tukiman tersebut 
diperoleh dari Kas Sampir yakni tanah kas desa yang dimohonkan oleh warga 
desa yang belum mempunyai tanah. Tanah pekarangan C desa No.384 seluas 
1750 m2 atas nama Kartoijoyo Tukiman berasal dari kas sampir desa. Selanjutnya 
tanah pekarangan tersebut dibeli oleh Tukinem yang sekarang ditempati oleh 
Mbok Tukinem, (2) Mukimin adalah saksi mantan Kepala Dusun (Bayan) Desa 
Juwok sejak tahun 1975 sampai tahun 2009.  
Saksi mengetahui adanya sengketa antara para  para Penggugat dengan 
para  para Tergugat masalah tanah sawah, tegal dan pekarangan. Para  para 
Penggugat dan terguggat adalah keturunan dari Mbah Kertoijoyo. Setahu saksi 
tanah sawah, tegal dan pekarangan adalah miliknya Pak Kartoijoyo yang 
diketahui dari Surat Pajak dan setelah meninggalnya mbah Kertoijoyo tanah, 
sawah, tegal dan pekarangan diatasnamakan Kartoijoyo Tukiman. Tanah-tanah 
sawah tersebut digarap bersama adik-adiknya pak Karto Tukiman. Tanah sawah 
tersebut dijual oleh Karto Tukiman kepada Ngadinem.12 
Selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalilnya para Penggugat mengajukan 
bukti surat dan saksi. Dalam bukti surat P-3 Letter C Desa No.384 Persil 99 Klas I 
seluas 1750m2 atas nama Kartoijoyo, yang dinyatakan tanah perkarangan dalam 
bukti P-3 adalah peninggalan Pak Kartoijoyo (almarhum) dan Mbok Kartoijoyo 
(almarhumah). Selain bukti surat para Penggugat juga mengajukan bukti saksi 
untuk memperkuat bukti P-3nya. Keseluruhan saksi tersebut menerangkan tanah 
pekarangan yang sekarang ada rumah yang ditempati oleh Partorejo Senin, 
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Darmorejo, Suwarno dan Tukinem adalah benar peninggalan Pak Kartoijoyo 
(almarhum). Memperhatikan bukti P-3 yang dihubungkan dengan keterangan 
saksi yang menerangkan tentang pengetahuannya atas tanah pekarangan sehingga 
berdasarkan fakta tersebut tanah pekarangan  Letter C Desa No.384 Persil 99 Klas 
I seluas 1750 m2 atas nama Kartoijoyo (bukti P-3)  adalah benar peninggalan Pak 
Kartoijoyo dan Mbok Kartoijoyo almarhum. Salah satu saksi mukimin 
menerangkan bahwa tanah sawah, tegal dan pekarangan yang merupakan 
peninggalan dari Pak Kartoijoyo dan Mbok Kartoijoyo diatasnamakan oleh 
Kartoijoyo Tukiman. 
Menurut saya, berdasarkan wawancara dan analisis putusan mengenai 
pembuktian memang benar tanah-tanah yang disengketakan para  Penggugat dan 
para terguggat tersebut adalah tanah milik Pak Kartoijoyo dan Mbok Kartoijoyo 
almarhum. 
 
Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Putusan atas Perkara Pembagian 
Warisan antar Ahli Waris yang Terbukti 
 
Berdasarkan wawancara dengan slah satu hakim Pengadilan Negeri Sragen 
Bapak Agung Nugroho, S.H menjelasakn bahwa Hakim dalam Menentukan 
putusan berpegang dalam 3 (tiga) aspek yaitu legal justice, social justice dan 
moral justice.13 Hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai putusan yaitu 
dengan menghubungkan gugatan  para Penggugat, jawaban  para Tergugat, dan 
alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, selanjutnya peristiwa 
tersebut selanjutnya dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan. 
Alasan-alasan yang diajukan oleh para Penggugat  dalam gugatanya, 
disimpulkan yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah 
berkaitan dengan harta peninggalan Pak Kartoijoyo (almarhum) dan Istrinya 
Mbok Kartoijoyo (almarhumah), atas empat bidang tanah obyek sengketa  yang 
terletak di Desa Juwok, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen yang belum di 
bagi waris. Tanah pekarangan tersebut telah diajukan Sertifikat Hak Milik oleh 
Tukinem (Tergugat II) dan telah terbit Sertifikat Hak Milik No.683. pengajuan 
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Sertifikat oleh Terguggat II adalah Melawan hukum karena tanpa sepengetahuan 
ahli waris lainnya, dan sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Dari 
gugatan tersebut para Tergugat mengajukan jawaban gugatannya secara lisan 
dipersidangan, sebagai berikut:14 
Pertama, posita gugatan 4.4, dibantah mengenai batas-batasnya dengan 
menyatakan batas yang benar adalah sebelau utara: pekarangan tukinem, sebelah 
timur: Jalan, sebelah selatan: pekarangan Darmorejo dan Partorejo alias Senin, 
sebelah barat: pekarangan Ngadinem dan mbok Renem. 
Kedua, posita gugatan 7, sebagian dalil gugatan telah benar akan tetapi 
penguasaan oleh Tergugat I dan Tergugat II berasal dari pembelian dari almarhum 
pak Kemis. 
Ketiga, posita 8, dibantah dengan menyatakan tanah ± 1395 m2 adalah 
milik ayahnya yang bernama Kartoijoyo Tukiman dan tanah tersebut telah dibeli 
dari ayahnya dan telah disertifikatkan atas nama Terguggat II (Tukinem). 
Keempat, posita gugatan 9, dibantah dengan menyatakan tidak benar 
karena untuk musyawarah persertifikatan para  para Tergugat masih menunggu 
Tukimin (Turut  para Tergugat) yang tinggal di Sumatera, tetapi para  para 
Penggugat tidak sabar. 
Kelima, posita gugatan 10, dibantah dengan menyatakan tidak benar 
karena masing-masing sudah diberi harta warisan yang disampaikan secara lisan. 
Keenam, posita gugatan 11, para  Tergugat menyatakan tidak bersedia 
karena sudah dibagi sejak dulu. 
Sebagian dari dalil gugatan para  para Penggugat telah dibantah oleh  para 
Tergugat I dan  para Tergugat II, maka menurut hukum  para Penggugat 
diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatanya sedangkan  para Tergugat I dan II 
diwajibkan membuktikan dalil sangkalanya (Pasal 163 HIR). 
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Guna membuktikan dalil gugatanya para penggugat mengajukan bukti 
surat yang diberi tanda P-1  sampai dengan P-6 dan empat orang saksi: 15 
Pertama, Bambang Margono (53 tahun), saksi bekerja pada Kantor Badan 
Pertanahan Nasional Sragen sebagai kepala saksi penyelesaian sengketa tanah. 
Dalam persidangan saksi menunjukkan buku tanah atas tanah pekarangan yang 
telah diterbitkan sertifikatnya seluas 1395 m2 yakni sertifikat hak milik nomor 
683 Desa Juwok, atas nama Tukimen istri Sumardi yang berasal dari peralihan 
hak dasar jual beli dari Kartoijoyo dengn akta jual beli nomor; 323/SKDN/1997, 
tertanggal 6 Oktober 1997 dihadapan Sarwadi PPAT/ camat Sukodono. 
Kedua, Sasmo Riyanto, Kartowijoyo dan Purwanto. Dalam persidangan 
mengajukan kesaksianya yaitu yang disengketakan antara kedua belah pihak 
yakni sawah 2 (dua) bidang tanah tegal dan tanah pekarangan yang merupakan 
harta peninggalan dari Pak Kartoijoyo almarhum dan mbok Kartoijoyo 
(almarhumah). Tanah sawah yang seluas 1 ha dikerjakan oleh 5 orang yaitu 
Tukiyem, Ngadinem, Senin, Darmorejo dan Tukinem sedangkan tanah yang 
luasnya lebih kecil dikuasai oleh Suwarno anak dari Ngadinem. Tanah tegal yag 
mengerjakan Tukiyem, Ndadiyem, Parto Senin dan Tukunem sedang tanah 
pekarangan ditempati oleh Partorejo Senin, Darmorejo, Suwarno dan Tukinem. 
Dalam mendukung bantahanya Tergugat II terhadap posita angka 4.4 
sebagaimana yang telah diuraikan, diketahui bahwa untuk mendukung dalil 
bantahannya Terguggat II mengajukan bukti surat berupa T.II-1 sampai dengan 
T.II-7 serta dua orang saksi. 
Ketiga, Wagiman adalah saksi yang menjabat kepala desa Juwok sejak 
tahun 1980-1989 dan kemudian pada tahun 1998-2007 dan mengetahui tanah 
sawah yang dimiliki Pak Kartoijoyo Tukiman tersebut diperoleh dari Kas Sampir 
yakni tanah kas desa yang dimohonkan oleh warga desa yang belum mempunyai 
tanah. Tanah pekarangan C desa No.384 seluas 1750 m2 atas nama Kartoijoyo 
Tukiman berasal dari kas Sampir desa. Selanjutnya tanah pekarangan tersebut 
dibeli oleh tukinem yang sekarang ditempati oleh Mbok Tukinem.  
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Keempat, Mukimin adalah saksi mantan Kepala Dusun (Bayan) Desa 
Juwok sejak tahun 1975 sampai tahun 2009. Saksi mengetahui adanya sengketa 
antara para  para Penggugat dengan para  para Tergugat masalah tanah sawah, 
tegal dan pekarangan. Para  para Penggugat dan Tergugat adalah keturunan dari 
Mbah Kertoijoyo. Setahu saksi tanah sawah, tegal dan pekarangan adalah 
miliknya Pak Kartoijoyo yang diketahui dari Surat Pajak dan setelah 
meninggalnya Mbah Kertoijoyo tanah, sawah, tegal dan pekarangan 
diatasnamakan Kartoijoyo Tukiman. Tanah-tanah sawah tersebut digarap bersama 
adik-adiknya Pak Karto Tukiman. Tanah sawah tersebut dijual oleh Karto 
Tukiman kepada Ngadinem. Berdasarkan keterangan saksi Wagiman yang 
menerangkan tanah perkarangan Pak Kartoijoyo berasal dari kas Sampir dan saksi 
Mukimin yang mengetahui adanya surat pajak tanah tersebut setelah dihubungkan 
dengan bukti surat tertulis T.II-3 ternyata keterangan tersebut tidak mendukung 
bukti surat tersebut. Sehingga dengan demikian bukti T.II-3 tidak bernilai sebagai 
alat bukti yang sempurna untuk mendukung dalil asal-usul pekarangan tersebut. 
 
Pertimbangan Hukumnya 
Berdasarkan apa yang telah ada dalam kesimpulan pembuktian, 
pertimbangan hakim sampai putusan hakim tersebut maka dapat ditarik 
kesimpulan memang benar bahwa objek sengketa tanah dan pekarangan belum 
pernah dibagi waris. Dengan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 
menentukan pembagian warisan harta peninggalan Pak Kartoijoyo (almarhum) 
dan Mbok Kartoijoyo alias Marinah (almarhumah) yang belum dibagi waris 
antara para Penggugat dan para Terguggat tersebut. Mengenai pertimbangannya 
hakim harus lebih kritis lagi sebelum akhirnya memberikan putusan, karena objek 
sengketa warisan tersebut memang belum dibagi waris agar tidak merugikan 
pihak lain. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa warisan  antara para Penggugat 
dan para Terguggat oleh Majelis Hakim dikabulkan untuk sebagian dan menolak 
untuk selain dan selebihnya.16 
Menurut penulis, alasan Majelis Hakim mengabulkan untuk sebagian dan 
menolak untuk selain dan selebihnya gugatan para Penggugat dengan  para 
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Terguggat sudah benar, karena para Penggugat dan para Terguggat berhak untuk 
mewaris dari harta peninggalan dari Pewaris, karena para Penggugat adalah Anak 
kandung dari alhamrhum pak Kartoijoyo dan almarhumah mbok Kartoijoyo. Para 
Terguggat adalah ahli waris cucu dari almarhum pak Kartoijoyo dan mbok 
Kartoijoyo almarhumah. Harta warisan tersebut dibagi rata oleh majelis Hakim 
sesuai dengan permintaan para Penggugat. Selain itu  dalam Hukum Perdata siapa 
pun berhak untuk mewaris selagi masih bertalian darah dengan si Pewaris. 
Disamping itu, hakim juga mempertimbangkan kerugian yang dialami oleh para 
Tergugat setelah pembagian warisan tersebut sehingga para Tergugat 




Pertama, hak dari ahli waris adalah memperoleh harta warisan dari si 
pewaris tanpa adanya perbedaan antara anak-anak dan cucu-cucu tanpa adanya 
perbedaan antara pria dan wanita atau yang tua maupun muda, masing-masing 
berhak sebagai ahli waris dengan menyisihkan golongan kedua (orang tua  dari 
anak-anak tersebut dan saudara-saudara, paman-bibi) dalam garis lenceng ke atas 
dan ke samping, walaupun diantara anggota keluarga tersebut ada kemungkinan 
derajatnya lebih dekat dengan pewaris. Mengenai kasus ini pewaris meninggalkan 
harta warisan dan meninggalkan anak-anak dan cucu-cucu maka anak dari anak 
yang telah wafat lebih dulu, dibagi dalam empat bagian yang sama banyaknya, 
yaitu sama-sama mendapatkan seperempat bagian. 
Kedua, objek sengketa atas 4 bidang tanah pekarangan tersebut adalah 
milik Pak Kartoijoyo almarhum dan Mbok Kartoijoyo almarhumah yang belum 
dibagi waris. Disebabkan tergugat tidak bisa membuktikan mengenai kepemilikan 
tanah pekarangan milik ayahnya, maka keterangan kesaksian dari terguggat juga 
bersifat de-auditu, sehingga bantahan yang diberikan oleh terguggat tidak 
terbukti. 
Ketiga, pertimbangan Hakim dalam menyelesaikan masalah hukum 
sengketa warisan antara para Penggugat dan para Tergugat dikabulkan untuk 
sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya, karena para Penggugat adalah 
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anak kandung dari si pewaris dan para Tergugat adalah cucu dari si pewaris, dan 
bagian yang didapatkan oleh para Penggugat dan para Tergugat masing-      
masing mendapatkan seperempat dari obyek sengketa tanah sawah, tegal dan 
pekarangan. 
Saran 
Pertama, kepada ahli waris, setiap orang yang meninggal dunia dan yang 
meninggalkan harta warisan, hendaknya harta warisan tersebut harus dibagi sesuai 
dengan hak-hak ahli warisnya masing-masing.  
Kedua, bagi Hakim Pengadilan Negeri Sragen, hendaknya dalam 
memutuskan suatu perkara warisan sesuai dengan hak-hak masing-masing ahli 
waris dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga 
tidak menimbulkan masalah bagi ahli waris. 
Ketiga, bagi masyarakat luas, hendaknya mengetahui dan memahami 
aturan-aturan hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum nasional 
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